eh @eﬁsﬁaemarﬁs ;S‘H

Penoerﬂam karupss telah melaas sezrmg dengan :
: ;;{peﬁcemhang&n kehadupau kemayamkamn Eita, "
Darisegi’ mhyeknyag pelaku korapsitidak ter-

. batas kepada mereka yang digolonghkan sebagai -
pﬂgawm negerx, fetapi juga ferhadap pegawai .
- swasta. Sedangkam dari segi tindakan kerupsi
;-:;w sendiri tidak lagi terbaias: pada tindakan
BiglCBI uang negara, tetapi juga eelak sampai
pada penyalzhgunasn kekuasaan seperti BESpO-
tisme. Menurut penulis artikel inj, kelemahan
E peﬂgawasan dan tidak damengemnya Eaerupsa'
dari’sisi' hukupm pidana: tegah ﬂmt memyema-

-arakkan praktek imrupsn, ST

R | _nggaz‘an keuangan ncgara b:nk: karena dzsengaja mgupun Iv:areﬁa keiui
yang dapat. berakibat memgfzkan keuzmgaﬁ negara, dapat ditindak berdas
ketentuan pidana, Unigk ito Pemenmah telah bertekad men gadakan penelman _
'_sclanjutnya penmdakan te;hadap sxapa saja yang melakukan penye}eweng
_mampu!am keuan gan negara sesuai dengan data smyaiemen Menzen Keuangan
cq.. BPKP dan dari Badan Pemenksa Keuangan ®BPK).
\ Penemban dan penmdak.:m yang akan dﬂakukan Pemenniah dimaksud akan
memben efek ganda yakni: {
a.. Tmbuinya ciomngan bag1 penyeienggam keuangan ﬁegara supaya ber i
. tertib;, :
b, Akan memngkmkan Ju'niah penenmm dzma msxonai dari seklor man
Juga
_ Temyatabahm kelemahan pengelolaan pembangun seka:ang ini udak terletak ,
hanya pada b1dang konnml (pengawas) sepert;_ b_i_asa dikatalcan orang, tetapi jugadi.:
bidang perencanaan yang séhgazkumg sempurna, Disamping ity para pengawas
pada UInUmMaya. tidak atau belum dibekali dengan _pengeiahun. sekitar masalah
korupsi, terutama dalam am hukum pidana, schingga dalam peiaksanaan tugas_ :
memeriksa pengelolazn proyek pembzmgunan dan hasil pekerjdan hanya memmau
dan sudut ketentuan administrasi belaka. .
Merekapin memberi p{:tun_;uk petunjuk dan nas:haiw'aasshat yang melulu di
dasarkan aias sepi adminisirasi iy saja. Bahkan sering terjadi bahwa apa yang :
dinasihatkan itu justru m:arjarmc dalam DETNINISAN ﬁah}c korupsi. Sebaliknya yang -
:dlseﬁumya sebagai peianggamn hanya mempal«an pek.ng aran admxmstraﬁ be«







‘Misalnya ditunjuk pemborong yang berasal dari Inar kabupaten,
ar KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984, tetapi tidak merupakan perby
epanjang pimpinan proyek tidak menerima supa. Bahkan mungkin
- dipandang ‘suatu kebijaksanaan demi-suksesnya pembangunan tersebut -
“terkénal dengan nama *"das freies Ermessen’ yang dapat dibenarkan oleh hiky
“administrasi. :
i Dalam rangka masalah korupsi dan pembangunan ini Mahkamah Ag
~ dengan*Yurisprudensinya melangkah lebih jauh, putusan pertama 1966 {e
. Subekii) dan putusan kedua 1977 (era Oemar Seno Adji) merumuskan bahwa sua
 perbuatan koripsi hilang sifat melawan hukumnya jika dilakukan :
1. ‘demi untuk kepentingan umum (kepentingan umum dilayani);
2 negara tidak diragikan; o e
3. pembuat tidak mendapat untung. ‘
Ajaran Mahkamah Agung ini merupakan suaiv jalan tengah, atau aj&_lja
keseimbangan (adequate) antara kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya.
pelanggaran pidang dan manfaat yang diperoleh yait lancarnya pembangunann,
= +:wDalam praktek banyak terjadi masalah antara peagertian korupsi dan lancamy,
pembangunan. Sesudah terjadinya devaluasi banyak pemborong mengalam
kesulitan: Terjadilah duva alternatif, yaiiu meneruskan pekerjaan dengan resik
menderiia kerugian yang besar atau menghentikannya dengan resiko dapat ditu
tuL,

Jika pemborong yang bersangkutan mempunyai modal yan g besar, maka ﬁQak
banyak menimbulkan masalah. Tetapi pemborong di kabupaten sebagai akib:
keteniuan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tambuh sebagai cendaw.
dimusim hujan itu banyak yang bermodal dengkul, menimbulkan masalah serius
yaitu macetnya pekerjaan secara total, Sering terjadi pimpinan proyek terpaksa
harus memilih alternatif memeriniahkan meneruskan pekerjaan dengan “kebijak.
sanaan tertenin®’, seperti penwrnnan kualitas bahan tertentu menyimpang dari
bestek atau membiarkan pekerjaan terbengkalai. Begitu pula dalam anggaran :
proyek INFPRES tidak dicantumkan keuntungan pemborong sebesar 10% se-
bagaimana terjadi pada proyek lain, menimbulkan kepastian bahwa terjadi pengu-
rangan kualitas bahan menyimpang dari bestek secara diam-diam. Pertanyaan
sekarang ini ialah apakah pimpinan proyek dan pemborong seperti digambarkan .
tersebut harus dituntut korupsi semuanya 7 : _
. Dalam situasi konkret sebagaimana dilukiskan dimuka penegak hukum tidak
boleh bersifat kaku seperti robot, karena hukum itu sendiri merupakan saran
pembangunan. Di lain pihak para pengambil keputusan tidak boleh selalu berlin-
dung di bawah naungan “demi suksesnya pembangunan’’ sebagai dalih uniuk
mengesampingkan hukum ita dengan saja. :

Perbuatan korupsi atau suap terjadi dimana-mana, di loket penjualan karcis
kereta api, dibagian kepegawaian soaty instansi, dibagian pembelian barang
pemerintah, diperpajakan dan bea cukai, diperkreditan bank, dilalulintas jalan,
dibidang penegakan hukum, dibidang pembangunan pisik seperti jalan, jembatan, "0
gedung, reboisasi, penghijauan, Bimas, bantuan sosial, dimana saja ada kegiatan -~







: Kalau delik-delik tersebut diberi nama (tidak semua delik di dalam pasa
~UUPTPK tersebut mempunyaz nama atau kuahﬁkasn maka secara bertumt— ,
se’ﬁagai berikut:

A

L bw

<140,
11.

15.
18,

17

e . tidak melaporkan pemberian janji tersebut kepada yang berwajib;
: 2 Barang siapa melakukan percobaan-atau permufakaian untuk melakn

sMelawan hukum memperkaya dird sendn‘a atay orang lam atau suat
“'dan yang merugikan negara;

- Menguniungkan diri sendiri  atau orang lain atau suatu badan deng
v menyalahgurakankewenangan, kesempatanatay saranayangadapa

- Memberi suap pegawai negeri {pasal 209 KUHP);
-Memberi suap hakim (pasal 210 KUHPY;

. ayatl dan gyat 2 KUHP);
- “Leveransir tentara yang melakukan perhuatan tipu yang dapat mendatan -
“-kanbahayabagikeselamatan negara pada wakiu perang (pasal 388 KUHP
" Penggelapan oleh pegawai negeri dan pejabat (pasal 415 KUHPY);

- Pegawai negeri atau pejzbat yang menggeiapkan barang bukii (pasal 417,
- Pegawal Negeri menerima suap (pasal 418 KUHP);
st (pasal 419 KITHP); -

12,
13
14,

‘Permintaan memaksa (knevelarij) (pasal 423 KUHP); - cad
Permintaan memaksa (knevelarij) pada wakiu menjalankan Jabaiannya .

“Pegawai negeri yang 1ku£ dalam p@mbomngan Ieveransu dan tebas (pachi) :

“Tanpa-alasan yang wajar ndak melaporkan suapan yang ia tenma (pasai l'
Crayat Tsub, e UUPTPEDY. 00 o .

dunaksud dalam’ yasai 2 dengan mﬂncmsat sesuaty kekuasaan aty
uatu “wewenang yang melekai pada - Jjabatannya atau kedndokann
‘atau oleh sipemberi hadlah aiau janji dzangcap melekat pada }abaza

kedudukan i,
& Barang siapa tanpa alasan ~ yang wajar, dalam waktu yang sesin
.+ singkamya  setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan
- padanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan KULP

tindak pindana - tindak pidana tersebut dalam ayat(1)a,b,c,d, e, pasal:

karena kejahatan atau kedudukan yang merugikan negara;

Pemboreng yang melakukar perbuatan tipu yang dapat mendatangkan
bahaya  bagikeselamatan orang atau benda atau negara dalam keadaa
perang, dan pengawas yang mcmbxarkan perbuatan mpu tersebut (pasal 3

Pegawal negeri dan pejabat yang menggelapkan, merusak, memisna
buku daftar untuk pemeriksaan administrasi (pasal 416 KUHP); -

KUHP);
Pegawai Negeri menerma suap yang beriawaﬂan dengan kewaybannya

Hakim ‘menerima suap (pasal 420 KU‘-EP}

(pasal 425 KUHP);

(pasai 435 KUHP); «
Memberi suap zcepada pegawai negm daiam arti pasai 2 UUP’I’KP (pasal 1
ayat 1 sub, d UUPTPK): «







asal 418 KUHP (pegawal negen yang menenma hadzah atau Janp yang
3E ubungan dengan jabatannya); _ _
9. Pasal 419 KUHP (pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang
© - hubungan dengan jabatannya berlawanan dengan kewajibannya);
1(} Pasal 420 KUHP (Hakim yang menenma hadlah atau janji mengenm perk
- - yang ditanganinya); N
‘_11 Pasal 423 KUHP (pegawai negeri yang memaksa orang memberi scsuatu (
" seterpsnya);
_ 1’? Pasal 425 KUHP (pegawai negeri yang memaksa orang memberi sesuatu
A es:erusnya pada waktn mengaiankan jabatannya knevelarij); '

Sepem diketahui oleh para sarjana hukum, subyek didalam peramusan K J _
bermacam-macam, tetapi Jjelas bahwa semua yang beransurkan “pegawai ne,
'_dlmuah dengan pegawamegen YANG coveerrians e dan kadang—kadang chianju
“dengan “pegawai Jnegeri atau orang lain yang menjabat jabatan umum ya
selamanya atau sementara”, Yang tersebut terakhir ini maksudnya ialah pejat
(tetap Atan sementara) yang bukan pegawai negeri. Jadi, dalam KUHP dibe
pengertian pegawai negeri dan pejabat. Pegawai negen ialah padanan lsuiah
ambtenaar_ sedangkan pejabat padanan istilah ambtsd:ager Kemudian ka}au
KUHP bermaksud subyek sesnatu delik bersifat umum, artinya siapa saja, ma
'dzpakm istilah ‘barang siapa” pada pennulaan perumusan yang merupaka
padanan istilah Wvs “Hij die ..

" Dengan demikian, tidak mungkm menumt penuhs sesuatu perurnusan del
dalam UUP”.[TPK yang mulai dengan “baran siapa” lalu ditafsirkan dengan “pega-
‘wai negeri”. Lebih-lebih kalau it bersifat ymum, bahwa semua perumusan delik
di cialam UUPTPK subyeknya adalah “pegawai negeri”,
_Terjawab jelas dan tandas dalam 13 buah perumusan yang berasal dari KUHP
itn, bahwa ada beberapa diantaranya yang subyeknya bukan pegawai negeri,
Tidaklah mungkin pasal 209 KUHP subyeknya harus pegawai negeri, hanya yang:
menerima suap yang harus berstatus pegawai negeri. Begitu pula pasal 210, 387
ayat1,dan pasal 388 ayat 1 KUHP, Lain halnya dengan pasal 387 ayat2yang mu
dengan “pengawas” bégitu pula pasal 388 ayat 2 KUHP. Pengawas it ialah pejab
Dinas Pekerjaan Umum yang ditanjuk mengawasi bangunan tersebut, begitu pula
dengan pejabat Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang ditunjuk mengawasi
penyerahan bahan-bahan guna kepentingan Angkatan Darat dan Angkatan Laut :
i, yang dengan sendirinya adalah pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP. Pa}mg :
_kurang pengawas tersebut berstatus “pejabat” (ambsdravez) dan bukan Swasta -
‘sama sekali. 5
Dengan demikian kita c}apat memisahkan perumusan delik korupsi’ yang' :
subyeknya “pegawail negeri” atau * pe}abat disatu pihak dan yang bukan pegawai :







isil penelilian kasus-kasus yang terungkapmelalui proses pént
di Pengadilan dan juga yang diungkapkan beberapa pemborong se
oleh M.J: Kasiyanto di Harian Kompas, tanggal 19Nopember 1981, tern

dalam-pengelolaan ‘proyek pemibangunan; korupsi sebénarnya
ulai pada perencanaan, dengan kata lain terjadi “korapsi berencana”,
y riadi‘baliwa dalam mempér] uangkan suatu proyek, pimpinan atau cal
. pemimpin proyek telah bekerjasama déngan seorang pemborong. Bahkan s&
.. pembotongitalah yang menyusun Dafiar Isian Kegiatan (DIK); mulai dari pen

tang pembagian keuntungan atau komisi telah disusun rapi sejak awal,
. Bahken menurnt M.J.' Kasiyanto'tersebiit, yang kaianya data diperoleh’
“:pengakuan pemborong, terjadi keierpaduan korupsi, artinya sukses tidaknya’s
:proyek dilatar belakangi oleh lancamya keterpaduan korupsi tersebut. Tika pr
“gagal; it dischabkan Sleh tidak heresnya keterpaduan tersebut. kA %3
“Kalau demikian halnya, maka korupsi sebenarya telah menjadi sistern dal
keseliirulian kegiAtan pengelolaan proyek pembangunan, Walaupun pengaw
dingkatkan, karena keterpaduan korupsi ielah disusun rapi dari ‘awal, ma

‘pengawas ity akan menemukan segala-galanya serba beres,
Apa yang dikemukakannya tersebut adalah mengenai proyek=proyek yang be
‘Dati pengakuan pemborong kepada M.J. Kasiyanto tersebut, dimana Komisi'y
harus- dikeluarkan oleh pemborong mencapai 12,5% dari scluruh keuntun
sebesar 20% ‘dari ‘anggaran, i membuat bagan proses korupsi pada pengelol

- proyek pembangunan sebagai berikut i e ST :
'~ Dalam hal ‘proyek yang lebih kecil, seperti proyek INPRES, ko
dilakukan melalui berila acara kemajuan proyek yang ridak sesiai denganke;
. yataan. Sering dibuat berita acara oleh pengawas (Dinas Pekerjaan Umum) bah
'suat proyek telah selesai 60% padahal baru 10%. Kadang-kadang manipu
séperti‘ini diperbiat karena perintah pimpinan proyek yang biasanya merupa
- alasan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Daerah i misalnya Bupati membe
atau secard lisan saja kepada pengawas tersébut untuk membuat berifa acara ¥
demikian, yang sebagai bawahan, sulit untuk menolaknya, Hal ini terjadi karen

pemborong yang tumbith seperti cendawan dimusim hujan itu, banyak diantara;
hanya bermodal dengkl, lagipula penerimazn yang pertama kali sering dipe

gunakan tidak untuk proyek, tetapi langsung dinikmati sebagai keuntungan. B
pada pembayaran kedualah pekerjaan dimulai, begitu setelah sampai pada tahap
akhir ia sudah kehabisan modal, sehingga pekerjaan terbengkalai. Bahkan di suatu
Kabupaten diceritakan orang bahwa ada proyek SD INPRES yang selalu fike
mundur setahun. Artinya anggaran tahun lalu telah habis dikorupsi, sedangkan

proyek atan bangunan SD-nya tidak ada sama sekali, Co
.~ Pada tahun berikuinya keluar lagi anggaran baru untuk proyek di temps
lain, angzaran mana dipergunakan untik “menyelesaikan” proyek tzhun lalu v,
terbengkalai itu. Derikian Séterusnya dari tahun ke tahun. Kasus semacam
terongkar di Kabupaten Maros, dimana bendaharawan proyék diajukan séba






- penyimpangan berkaitan dengan it merupakan pelanggaran adminisiratif
- Larangan tersebut adalah :- A
1.
" saan Agung, Sekretariat Negara dn Lembaga Pemerintah Non Depariemen),

 tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas

-~ ‘sandkan pemborongan/pembelian, melainkan hak Negara, -

penguasaannya. - 24

a." Lebih dari batas wakru yang telah ditetapkan dalam ayat (2) (yaitu sekali

. _.Seminggu). LR : : : -
. b.. Atas nama pribadi pada suatu bank/giro. pos; g

... €. Atas nama instansinya pada suatu bank/giro pos, kecuali a{tas_iéin Me
\ Kevangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (pasal 9 ayat <65).

. tidak diperkenankan.

- cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara (pasal 4 ayat <1)).

*Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan da
_ Anggaran Belanja Negara (pasal 4 ayat Y N &
.+ Komigi; rabai; polongan atau penerimaan lain den gan nama dan dalam ben
" apapun yang-dapat dinilai dengan uang baik secara langsung atau tidak’ 2
- sung sebagai akibat dari penjualan dan atan pembelian oleh dan/atan untuk:
**Negara adalah hak Negara. Penerimaan tersebut apabila berupa vang haru
*disetor ke Kas Negara, dan apabila berupa barang menjadi milik Negara(pa
* 4 ayat <6>). Dalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa kom isi, rabat, potong

. Bendaharawan Penerima/Penyetor berkala dilarang menyimpan uang da}am

..nahkan jikadinyatakan dihapuskan berdasaratas peraluran perundang-undang-

- dihapuskanuntuk di jual/dipindahtangankan/dipertukarkan/dihibahkan/dimus-

. Jumlah pembayaran kepada pemborong/rekanan dilakukan sesuai dengan pe- -
+ laksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestast pekerjaan yang o

engatur di dalim Képﬁm'ééh Presiden tersebut déh:g.én sendirinya penyimpa

‘Departemen/Lembaga (Départemenﬂembaga-Teninggifl‘inggi Negara, Kej

~Anggaran Belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak/t

- Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan pengelnaran atas beban

an dan penerimaan lainnya yang sejenis bukanlah hak dari pejabat yang melak:

Departemen/Lembaga tidaak diperkenankan men gadakan pungutan atan‘ta
bahan pungutan yang tidak tercakup dalarm Anggaran Pendapatan Negara
(pasal 7 ayat <2>). .

Barang bergerak mikik negara hanya dapat dijual/dipindah tangankan/dimg

an yang berlaku karena :

a. Berlebih atau tidak dapat digunakan lagi; _ S

'b. Alasan lain setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan (pasal 13;
Cayat<ts), I N -

‘Barang tidak bergerak milik Negara, sepanjang tidak diatur lain, hanya daﬁét_ :

nahkan setelah mendapat persetjuan Menteri Keuangan {pasal 13 ayat <23)

diselesaikan/jumiah barang yang diserahkan (pasal 19 ayat <2>).
Perjanjian pelaksanaan pemboorongan pekerjaan atas dasar “Cost plus Fee™







- ber1971; Nomior 88 K/Kr/1960).

ngizinkan .'pe.n Gunaan uang lam 'da.npada vang: ditetapkan terds
“lelah melampanibatas wewenangnya tindakan mana menipakan tindak p‘ _
" karena émglkankeuangﬁﬂ negara (putu_san Mahkamah Agung tanggalS‘No'_

: adi-kesimpaianyang. dapat ditarik dari pumsan pumsan Mahkamah Ag
S tersebaualah perbuatan mengalihkan anggaran bukan pada tujuanhya adalah d
. ..peag gelapan (pasal 415 KUHP jo. pasal’ 1 ayat {1} sub. ¢ UUPTPID). Ap
S .-mepman Departememiembaga tersebut dimntt pidana ataukah tidak, muarl
S dm pmg sebaﬂal masalah y&mdis teh*ns _]llﬁ’d masaiah pcohr.;k

ari pcmmusan pasaMI 5 KUHP dapaidnank kemmpuian bahwa subyek i
:1&13 g R FEE R
:Pegawai negeri; dan : o R 5
Bukan Pegawai Negsrf tetapd pejabaz (tetap aiau semenmm} :
J-Pejabat yangbukan pegawai negeri misalnya pegawai negeri yang teiah pen
: ..--r-?smndnanggapmen]adiyﬁgmbatuﬂtukmenj&batsuatu jabatan umum, beging
< Perwira ABRIyang sudah purnawirawan yang menjabat jabatan nmum.
w4 Dengan sendirinya semua Pimpinan Proyek atan Pimpro pada. Depaﬂemen_ F
Lembaga merupakan subyek delik penggelapan menurut pasal 415 KUHP iT
< Perlupula d}perhaukan umsKE dehk {bezstancide}en) dalam pasal 415 KU H
SHis sebagai berikut 1 T
- menggelapkan uang atal keﬁas barharga uang
~ i+ yang disimpannya karena 3aba£annya
«iixdilalonkan dengansengaia, atan - : ' IS
= membiarkan orang menggeiapk&n pang atan kenas berharga uang uu ata
- meneiong sebagai pembantu orang lain dalam hal itu.
-Yang tersebut terakhir menunj ukkan bahwa- ‘seorang pegawai negeri atau |
3abat yang membantu orang lain (bukan pegawai negeri dan bukan pegaba
‘menggelapkan uang dan kertas berharga uang ity diancam pidana bukan sebagai
pembantu tersebut dalam pasal 56 KUHP, tetapi pembuat material, Perhatikan
bahwa dalam pasal 415 KUHP ity tidak ada unsur bahwa itn milik Negara,.
Oleh karena itu uang atav kertas berharga uang yang disimpan karena jabatan ;
tetapi bukan milik Negara seperti iuran pensiun, uang koperasi, vang kesejahieraan
‘pegawai dan lain-lain merupakan obyek delik ini. Yang diutamakan disini sebagai
suatu kejahatan ialah kecerobohan seorang pagawaiatau pejabat yang menyimps
‘uangatau kerias berharga vang iin sebagai delik; dan, hukan semata- mata karen
‘uang atau kerias berharga yng i milik Megara. . : :
Pengalihan anggaran yang demikian dapat menimbuﬂcan kekacavan d; s:iajam'
pengelolaan keuangan negara dan pembangunan dan oleh karena i periy’ ada.
ssanksi pidana seperii dard dahaly telah ada di dalam KUHP, yaitu pasal 415,
Sekarang kita meninjau pelanggaran atau larangan berikutnya yang Lersebut:
pada butiv 3. Disite diatur bahwa penerimaan komisi, rabat, potongan atay
*grﬂmergma:m Iain nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilad déngan 4 uang
baik secéra iangsung atay nda}s: langsung sebagai akibat dari’ punjuaian dan ﬁfan







o _' ~dihisapolehpasal 28 UUPTPK yang men gatakan bahiwa ancaman pidana terha

kepadanya sendm atau kepada pegawax negs.,n lam atan Kepada kas i
:saedang ia tahu,bahwa i bukang utang; -~ .0 . : =
-oawai negeri yang pada wakiu men }alankara }abatannya menerima atan oy
1ima pekerjaan oiang atau pemberian barang seolah-olah pekerfaan aty
- barang Hn merupakan suaty utang, sedang ia tahu bahwa it bukan utang;
- 3. -pegawai negeri yang pada wakiu menjalankan jabatannya seolah-olah menury

e ‘peraturan tentang tanah negeri dengan hak milik, dengan merugikan orangyan
~berhakitn, sedang ia tahu, bahwa dengan perbuatan itn ia melanggar peram

ahg tersebut itu.
turan. pidana yang tersebut d1 dalam kedua pasai ini sudah ndak berIak

0 korupsi yang . tersebut pada pasal 1 UUPTPK (dimana kedua pasal
-termasuk) ialah maksimurm ; penjara seumur hidup atan dua puluh taun dan aty
._denda maksumum tiga pulih juta rapiah,,

Parbeciaan antara kedua pasal tersebut ialah pada yang periama (paw.k 4«2
KU}IP) unsur " pada wakta menjalankan jabatannya’’ felah ditiadakan, sedangka;
pasal 425 KUHP yang diterapkan lebih meringankan jaksa dalam pembuktian
karena jaksa tidak perlu membukiikan bahwa korupsi dalam bentuk ini dilakuka
pada wakiu men_;aiankan gabaiannya Jadi, dapat diiakukan oleh pegawai negex
_tersebut

+ Disamping itu, perln puia dlperhaukan bahwa daiam melakukan perbuaia;
punguian liar (tidak berdasarkan APN) yang dilarang juga oleh KEPPRES Nomor r
29 Tahun 1984 im, jika tidak disstor ke Kas Negara tetapi dimiliki sendiri, dapat
dipidana penggelapan sebagaimana tersebut dimaksud dalam pasal 415 RUEP:"
Pasal 415 KIUHP ity ada unsur “karena disimpan dalam jabatannya’’, yang berarti :
bahwa wang yang dimiliki sendiri ita telah berada dalam tangannya sebelumnya,
}ag: pula-obyek yang digelapkan itu hanya yang berapa-uang aiau kerias yang::
berharga- uang, sedangkan -delik pemerasan dalam jabatan atan knevelarij it .
obyeknya dapat berupa uang, barang dan jasa atan tenaga: Bentuk penggelapan
dalam hubungan ini kemungkinannya hanya jika uang yang dxpunguum dxkaLakan .
untuk Kas Negara, lalu dimiliki sendisi, -

- Larangan. kelima 4alah Bendaharawan Peneruna,l?enyetor berkala dﬁarang_ B
menyimpan uang dalam penguasaannya v
a. Lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu sekali semmggu,

b. -atas nama pribadi pada suatu bank/giro pos; :
€« atag.nama instansinya pada suate bank/giro pos, terkecuali atas izin Memen

Keuangan yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan,

Ketentuan ini khusus bersifat prevensif, mencegah kemungkinan pemegang
tergoda univk memiliki vang tersebut, lebih-lebih kalau karena kebutuhan ia
terdesak dalam soal kevangan atau ia menyimpan vang tersebut di bank, yang -
bunganya dipungut uniuk kepeningan sendiri: Hal seperii tersebut terakhir permah .l
ditemukandalam kasus Kamariyun (ex, Kepala Bagian Keuangan Direkiorat Bea . |
dan Cukai). Semua bentuk penggunaan uang tersebut yang diluar dari fujuannya, -
merupakan penggelapan menumt pasal 415 KUHP vang ditarik menjadi del;k







' f:uran Pemenmah Nomor 30 Tahun 1980):

G
d pesta untuk pclbagaz pensuwa
e
i

i dﬂakukan suaty Departemen/Lembaga. Tentulah hal ite harug dinsahakan’dana.
‘pada -suatw proyek, ‘yang ‘dengan - sendmnya diperhitangkan ‘dalam anggarén

korupsipula, yaitu sepertitelah beberapakalidisebutdiruka mempakan penggela

TP+ g:sampmg tenm merupakan puizi peiangg
admm:strasa pula ‘antara Iam peram:an menvenal diSiphﬂ pegawm negen &

Léfnbéga dan Sabaémnya, ' L AT o
mberian: ucapan selamat; hadiahftandamala ka,ran gan bunga c}an '
-sebagmnya untuk pﬁibarrm penst:wa : : -

- pekan olahraga padapelbagai Depariemen/Lembaga, ;
i lain-lain pengeluaranuniuk kegiatan/keperivan'se jems/serupa de-agan yang
- tersebut di atas.

_Tetapi kenyataannya sering kita sanksikan ‘adanya’ kegxatan demikian. ya

dari sumber lain daripada APN, seperti usaha keséjahieraan dan lain-lain, Namu
demikian sering fegjadi dana diperoleh dari sumbangan pemborong atan rekan,

proyek, yang dapat merugikan negara juga. Pelanggaran atas larangan-ini yang
merupakan pengalihan-anggaran tidak pada tojuannya, meripakan perbuatan

an menurut pasal 415, KUHP, Sering ‘terjadi ‘dibuat kwitansi- fiktif, mlsa}nya
pembelian alat wlis - menulis, tetapi yang diambil ialah alat olah 1aga uni
keperluan pekan olah a ga sebagamana d:sebut oieh KEPPRES Nomor 29 Tah '
1984 tersebut. gt :

-+ Larangan kesebclas 1aiah K?N dﬂaran g melakukan pembayaran uang lembu:
honoranum atan tunjangan ikatan:dinas melebihi dasi yang tercantum dalam DI
bersangkutan.:Dalam haldnipun pada: umurnya tidak: akan terjadi pelanggaran,
kecuali jika pejabat KPN itu lalai, artinya kurang ‘memperhatikan DIK yang
bersangkutan. Dalam hal inipun terjadi pelanggaran disiplin kepegawaian, yang
diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980. Jika terjadi kesengajaan dalam hal ini, ;
maka dengan sendxnnyu merppakan perbuatan korupsi, yaim nengumungkan:
orang lain dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atag sarana’
vang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang langsung atau udak
langsung-dapat mery gikan keuangan negara ‘

) Larangan yan 4 keduabelas lalah mengnau pembayaran pensmn ndak d1perbo
lehkan Jlka surat penunjukan pejabat vang berwenang, menandaiangani surat
kepumsan pensmu yang bersangh_utan beseria contoh (spesimen) tanda tangan dan
surat ke;}utusan pensiun yang hersangkutan bclum Aditerima oleh KPN, : :

_ Menurut pendapat }camx pelanggaran atas ketemuan ini sama dengan yang- '
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